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PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR: 16 Tahun 2016 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

a. bahwa untuk memadukan perencanaan pembangunan 

Kabupaten Gowa Tahun 2017 sesuai agenda pembangunan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 yang telah 

disusun, maka perlu membuat dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, yang digunakan acuan dalam 

perencanaan pembangunan Tahun 2017; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan 

perencanaan pembangunan, maka dipandang perlu menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 

2017 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 

yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Gowa. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

29. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

31. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan Makassar, Maras, Sungguminasa dan 
Takalar; 

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 
Nomor 10); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 249); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 
201 O tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provins! Sulawesi 
Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 
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Nomor 1 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 
7 Seri E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 
Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 
Tahun 2005 Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2007 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah 
(Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gowa Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2013 Nomor 12); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2008 Nomor 3); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 
6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 
7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 
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2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 
2008 Nomor 9); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11 ); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan 
Pembangunan lnfrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa 
Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 
Tahun 2012 Nomor 18); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 
Nomor 15); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Gowa · Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2016 Nomor 1 ); 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 
Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518) 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja- 

SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

8. Satuan Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit 

kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan 

barang daerah. 

BAB II 

PELAKSANAAN 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 merupakan 

Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten Gowa yang berlaku untuk periode 

waktu satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2017. 
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(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. Bab I 

b. Bab II 

c. Bab Ill 

Pendahuluan 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kerangka 

Pendanaan 

d. Bab IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 

e. Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 

f. Bab VI : Penutup 

(3) lsi beserta uraian perincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Program 

Pembangunan sebagaimana yang akan termuat dalam RPJMD 2016-2021 

dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah-masalah pembangunan 

yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2016 serta masalah- 

masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2017; 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tahun kedua dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perda 

RPJPD Kabupaten Gowa 2005-2025 dan RPJMD Tahap ketiga Kabupaten Gowa 

Tahun 2016-2021 yang memuat visi, rnisi dan program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman bagi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan program dan kegiatan 

Tahun 2017. 

Pasal 4 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan Evaluasi dan Pengendalian 

RKPD atau laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana 

kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan 

indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disampaikan kepada Bupati 

melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah berakhirnya semester yang berkenaan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan 

evaluasi usulan program tahun berikutnya 

Pasal 5 

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten 

Gowa, wajib memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2017 dalam merencanakan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 

pada tanggal 10 Juni 2016 

ADNAN PU RIC HT A ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
pada tanggal 10 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
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